
Menimbang 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

Mengingat 

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 650/32 TAHUN 2021 TENTANG FORUM 

PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH 

NOMOR 650/17 TAHUN 2023 

TENTANG 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan 
ruang yang transparan, efektif, partisipatif, produktif 
dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah, telah 
dibentuk Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa 
Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur 
Jawa Tengah Nomor 650/32 Tahun 2021 tentang 
Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan 
Penataan Ruang, terutama dalam Pasal 17 ayat (7) 
terdapat perubahan susunan keangotaan Forum 
Penataan Ruang Provinsi sehingga Keputusan 
Gubernur Nomor 650/32 Tahun 2021 sudah tidak 
sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan; 

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan 
Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 
650/32 Tahun 2021 tentang Forum Penataan Ruang 
Provinsi Jawa Tengah; 

: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan 
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 
86-92); 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 



Menetapkan 
KESATU 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelernggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121); 

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 

tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan 
Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 530); 

7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 650/32 
Tahun 2021 tentang Forum Penataan Ruang Provinsi 
Jawa Tengah; 

MEMUTUSKAN: 

Mengubah Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 650/32 Tahun 2021 tentang Forum Penataan 
Ruang Provinsi Jawa Tengah, menjadi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini. 



KEDUA Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

2. Wakil Gubernur Jawa Tengah; 

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.: 
1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia; 

Ditetapkan di Semarang 

3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

Provinsi Jawa Tengah; 

Padatanggal 17 Ju.i 2023 
U B 

GUBERNURJAWA TENGAH, 

6. Asisten Ekonomi 

Jawa Tengah; 

JAWA TENGAH 

4. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Jawa Tengah; 

5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah 

GANHAR PRANOWO 

dan 

Jawa Tengah; 

Permbangunan Sekretaris Daerah Provinsi 

7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 
Provinsi Jawa Tengah; 

8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
9. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi 

Jawa Tengah; 
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA 

11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; 
12. Para Anggota Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. 

Provinsi 



NO 

1 

2. 

3 

4 

5 

6 

7. 

8. 

LAMPIRAN 
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

Gubernur Jawa Tengah 

NOMOR 650/17 TAHUN 2023 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR 

JAWA TENGAH NOMOR 650/32 TAHUN 2021 

TENTANG FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI 

JAWA TENGAH 

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN RUANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

JABATAN/INSTANSI 

2 

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Dr. sc. agr. Iwan Rudiarto, ST., MSc (Asosiasi 
Sekolah Perencanaan Indonesia) 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air 
dan Pernataan Ruang Provinsi Jawa Tengah 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, 
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan 
Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah 

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 
Provinsi Jawa Tengah 

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi 

Jawa Tengah 
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi Jawa Tengah 

10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Jawa Tengah 
11.| Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah 

12. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 
Provinsi Jawa Tengah 

13. Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA (|katan 
Ahli Perencanaan Indonesia Provinsi Jawa Tengah) 

14. Prof. Dr. Ir. Nany Yuliastuti, MSP 

Masyarakat) 
(Tokoh 

KEDUDUKAN 

Penanggungjawab 

Ketua merangkap 
Anggota 

Wakil Ketua 
merangkap Anggota 

JAWA TENGAH 

Sekretaris 

merangkap Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

yBE 
GBERNUK GAWA TENGAH, 

GANJAR PXANOWO 

Jawa Tengah 
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